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BAB I
PENDAHULUAN

Psikotropika merupakan salah satu masalah nasional dan sebagai kejahatan
yang menghambat kelancaran pembangunan, di samping merupakan tindakan
penvelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma
social lainnva. Di mana selama kurang lebth 3 (tiga) dasawarsa psikotropika
merupakan akibat vang sukar ditanggulangi, oleh karena masalah psikotropika,
harus ditanggulangi oleh aparat terkait.

Indonesia sendiri tidak terlepas dari permasalahan psikotropika. Sampal
sekarang Indonesia belum bias lepas dart permasalahan psikotropika ini,
walaupun telah banvak peraturan dan undang-undang vang dikeluarkan untuk
memberanias semakin me]anjutn‘ya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan
psikotropika ini. Beberapa undang-undang telah dikeluarkan yaitu Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang ini tampaknya
hanya bermanfaat terhadap kejahatan narkotika sedangkan masalah psikotropika
sepertt sabu-sabu tidak tertampung dalam undang-undang ini, berdasarkan
kenyataan (ersebut maka dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut diharapkan
dengan undang-undang terakhir bias menjadi alat yang ampuh untuk memberantas
kejahatan ;)enyalahgunaan psikotropika.

Psikotropika itu sendiri adalah suatu penvakit dalam masyarakat
khususnya dalam tubuh Negara akibat dari penyakit itu dapat menghambat
lajunya roda pembangunan sekaligus mengurangi wibawa pemerintah di mata

masyarakat, maka perlu diberantas dengan tuntas.
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Sebelum mengkualifikasikan sesuatu daerah mempunyal permasalahan
penyalahgunaan psikotropika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang
bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyvelidikan yang mendasar
untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

I. Benar tidaknva sinyalemen permasalahan tersebut dalam masyarakat
bersangkutan dan sampai di mana luas penyebarannya

2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya jenis psikotropika mana vang
dipergunakan

3. Jumlah anak didik remaa atau anggota masvarakal yang telah
menvalahgunakan psikotropika tersebut (kuantifikas)

4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan vang negatif vang
sifatnya dapat merugikan bag‘aimana telah ditimbulkan

Suatu pernyataan/statement mengenai lerlibatnya sesuatu kelompok
masvarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu
sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperhhatkan data-data
yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau landasan kata orang
saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan psikotropika perlu ditanggulangi
secara prefentif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan utama dari usaha prefensi penyalahgunaan psiké)tropika secara
singkat ialah menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan
psikotropika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan prefensi atau
mengurangt  jumlahnya  (insidnce-rate) dan  mengurangt  keparahan

masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat
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dua-duanya sama sekali tidak terhalang oleh rasa budi pekertinya. Pada saat harus
berbuat sesuatu vang satunva berani bertindak. Jadi apakah dapat dikatakan bahwa
keberanian adalah unsur kejahatan dan ketakutan suatu unsur kebaikan ? memang
hal ini sering terjadi. Mungkin yang satu demtkian cerdiknya hingga mengetahui
bahwa besar kemungkinannya diketahui, lalu tidak berbuat. Apakah juga dapat
dikatakan bahwa kecerdikan adalah unsur kejahatan dan hal inilah biasanya yang
terjadi.

Dengan kata lain sifat mausia dapat mendorong untuk berbuat jahat,
ataupun mencegahnya. Bahkan orang vang ber'kepribadian tidak lengkap (a monl)
Jika lingkungannya membantu dapat hidup tanpa melanggar undang-undang dan

mencapai hasil yang baik dalam masvarakat.

4. Mazhab Spritualis (mazhab Agama)

Pada mulanya aliran ini berpendapat bahwa kejahatan disebabkan tidak
beragamanya seseorang, tetapi kemudian berpendapat bahwa unsur kerohanianlah
yang menimbulkan kejahatan (Neo Spritualis).

Pada penganut aliran ini berbeda pendapat tentang penyebab timbulnya
kejahatan. De Baets dan Froal sebagai indeterminis tidak mengakui adanya
hubungan antara kejahatan dengan masvarakat. De Baets dan Froal mengakui
hubungan ;tu. Hal ini terlihat dari pernyataannya yang berbunyi :

“Dengan berkurangnya adama sava melihat salah satu sebab yang penting

daripada penambahan jumlah kejahatan vang menakutkan. Pernyataan yang sama

dikemukakan oleh Krauss™ Pengasingan dir1 kepada Tuhan serta pandangan hidup
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hal 1 vang merugikan adalah kerugian dalam masyarakat. pada umumnya
jika kedudukan individu di dalam keluarga sangat jauh berpengaruh terhadap
keluarga lainnya, jadi hal in1 bisa saja merupakan beban psikologi terhadap
keluarga tersebut dan akhirnva terjerumus untuk melakukan kejahatan.

4. Pendidikan individu
Hal ini mempengaruht keadaan jiwa, tingkah laku terutama inteligensinya

Masalah rekreasi atau hiburan

(4]

Walaupun kelibatannya sepele hal ini mempunvai hubungan dengan kejahatan
sebab sangat kurangnya rekreast dapat pula menimbuikan kejahatan-kejahatan

di dalam masvarakat

2. Faktor Ekstern (yang berSI;!nber dari luar individu)

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar diri manusia
(ekstern) terutama hal-hal yang mempunyar hubungan dengan timbulnva
kejahatan. Pengaruh faktor-faktor inilah yang menentukan bagi seseorang untuk
mengarah kepada perbuatan jahat.

Faktor-faktor vang dapat menimbulkan kejahatan (kriminalitas) yang
bersumber dan luar individu ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Faktor-faktor Ekonomi

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa perkembangan
kepentingan bagi setiap individu atau kelompok vang sering mengalami kegagalan
dalam memperjuangkan kepentingannya terutama sekali adalah disebabkan

keterbatasan kemampuan dalam bidang ekonomi sehingga dalam memenuhi dan
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memperjuangkan kepentingannya, cenderung melakukan perbuatan-perbuatan

menvimpang yang pada gilirannya perbuatan itu dapat dikatakan suatu kejahatan

atau krimmalitas.

Oleh sebab itu faktor ekonomi adalah merupakan salah satu penyebab
timbulnva kejahatan yang mempunvai pengaruh yang besar di samping
kemungkinan lain yang timbul karenanya.

- Tentang perubahan-perubahan harga : dapat dikatakan bahwa keadaan-
keadaan ekonomi dan kejahatan mempunyai hubungan langsung terutama
mengenai pencurian. Dalam hal ini jika pada suatu saat terjadi perubahan
harga (cenderung naik) maka terdapat kecenderungan angka kejahatan akan
semakin meningkat. Dalam keadaan pemulihan faktior ekonomu tetap dan
sementara itu tiba-tiba ha'rga melambaung naik maka otomatis jangauan
ekonomi vang dimihiki tadi akan semakin berkurang. Dengan berkurangnya
dava beli seseorang akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-
pertimbangan vang jitu dengan mengurangi jehendak-kehendak untuk
berkonsumsi. Jika perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan itu masth
dapat dikuasar maka masalahnya hanva pada upava bagaimana meningkatkan
pendapatan untuk mengimbangi harga yvang naik tersebut keadaan ini masih
normal. Akan fetapi, jika pada saat yang sama terjadi penurunan nilai mata
uan:g, pertambahan tanggungan keluarga dan sebagainya yané pada pkpkonya
mempengaruhi standard hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat
menyebabkan timbulnva kejahatan sebagai jalan keluamya.

- Pengangguran : biasa juga rendahnya tingkat pemilikan faktor ekonomi

disebabkan karena sempitnya lapangan kerja, pertambahan penduduk dan lain-

41

UNIVERSITASMEDAN AREA



lainnya, sehingga dapat menvebabkan semakin banyak pengangguran.
Pengangguran dapat dikatakan sebagai penvebab timbulnya kejahatan, vang
kesemuanya itu di latar belakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi.

- Urbanisasi : urbanisasi dilakukan oleh banyak penduduk dengan maksud
untuk memperbaiki taraf hidup atau nasib hidupnya agar lebih baik daripada
sebelumnya. Bayangan semacam ini nampaknya tidak semudah apa yang
dikatakan orang tetapi ternyata mereka telah turut dalam arus urbanisasi tidak

sedikit yang mengalami kegagalan, frustasi vang kesemuanya itu banyak

menimbulkan hal-hal vang negatif.

b. Faktor Agama

Norma-norma vang 1erka:ndung dalam agama (semua agama mengajarkan
kebenaran dan kebaikan) mempunyai nilai-nilai vang tinggi dalam hidup manusia
sebab norma-norma tersebut merupakan norma ketuhanan dan segala sesuatu yang
digariskan oleh agama itu senantiasa batk dan membimbing manusia kearah jalan
vang benar. Norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana
yang baik dan mana yang buruk sehingga jika manusia benar-benar mendalami
mengerti tentang 1si agamanya maka dia senantiasa kan menjadi manusia yang
baik pula yang tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan pihak lain, termasuk

’
tindakan kejahatan.

Sebaliknya jika agama tidak berfungsi bagi manusia artinya hanya sekedar
lambang saja maka tidak akan berarti sama sekali bahkan iman manusia akan
menjadi lemah maka orang akan mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang

buruk karena sosial kontrolnya tidak kuat. Itulah sebabnya maka rumah-rumah
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penjara pada waktu-waktu tertentu diberikan ceramah keagamaan, han kebaktian
dan kegiatan-kegiatan agama lainnya. Hal i dimaksudkan untuk mendidik dan
menvadarkan para narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masvarakat
yang baik dan berguna artinya tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan jahat

vang pernah mereka lakukan.

c¢. Faktor Bacaan

Bacanaa-bacaan yvang buruk, porno, kriminil merupakan faktor-faktor vang
dapat menvebabkan timbulnyva kejahatan. Misalnva mulai dari cerita-cerila
cambar erotik. pornografi. cerita-cerita detektif dan penjahat sampai dengan
cerita-cerita vang berhubungan dengan seks semua merupakan [akior vang
menimbulkan Kkejahatan.

Blasanva bacaan-bacaan demikian lebith besar daya tariknva atau
pengaruhnva daripada bacaan-bacaan yang menceritakan kejujuran, ilmu
pengetahuan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum
yang disebut dengan kejahatan.

Faktor film terhadap timbulnyha kejahatan hampir sama dengan pengaruh
bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si penonton atau si pembaca.
Bacaan dapat menimbulkan khayalan bacaan tidak langsung akan kejadian yang
dibacanye: sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film
vang sedang ditontonnya namun kedua-duanya sama-sama mempunyai pengaruh
buruk, baik terhadap st penonton maupun terhadap si pembaca, oleh karena
demikian dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap

timbulnya kejahatan aripada faktor bacaan.
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™o

Cara abolisionistik, berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan
memberantas sebab musababnya umpanya kita ketahui bahwa faktor tekanan
ekonomi (kemelaratan) merupakah salah satu faktor penyebab kejahatan maka
usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangt kejahatan disebabkan
oleh faktor ekonomi merupakan cara abolisionistik.

Menanggulangi penyalahgunaan psikotropika tidak jauh berbeda dengan
upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Cara moralistik dan
abolisionistik dapat dilaksanaan secara bersama-sama akan tetapi dapat pula
digunakan salah satu dan keduanva Penggunaan dengan cara-cara vang ada
hendaknva memperhatikan kondisi vang paling memadai untuk mencapai hasil
vang diharapkan. Menanggulang: sedini mungkin untuk memperoleh ingkat
usaha efisien dan efektif, upay;ﬁ. ini berarti pula sebagai pencegahan terhadap
timbulnya penyalahgunaan psikotropika oleh masyarakat luas termasuk usia

dewasa dan orang tua.

B. Hamabatan-hambatan Dalam Menanggulangi Kejahatan Psikotropika
Yang Dilakukan Oleh Remaja
Dalam segala lapangan yang dapat dipikirkan senantiasa terdapat masalah
dan tidak jarang di dalam melakukan suatu pekerjaan kita akan dihadapkan
dengan l;erbagai masalah vang sebelumnya belum pemah terbayan‘gkan,
Dan perkembangan peradaban manusia serta pertumbuhan ilmu
pengetahuan vang erat sangkut pautnya dengan berbagai segi kehidupan manusia,

kini menghadapi suatu samudera vang luas penuh dengan masalah khususnya

bahaya terhadap penvalahgunaan narkotika batk bahaya terhadap perorangan
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maupun juga bahaya terhadap masyvarakat dan juga negara yang dari Tahun ke
Tahun terus mengalami peningkatan terutama melanda remaja tidak hanya di
kota-kota besar namun juga ke desa-desa, demikian juga tidak hanva kelompok
atau golongan orang berada tetapi juga melanda masyarakat yang tidak punya.

D1 Kejaksaan Negen Medan dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1997 tentang Narkotika juga tidak terlepas daripada masalah-masalah.

Sesual dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang narkotika,
bahwa tujuan dan kegunaan daripada undang-undang narkotika tersebut antara
lain adalah untuk terciptanva satu undang-undang vang mengatur tentang
narkotika yang lebih luas cakupannya, lebih lengkap dan lebih berat ancaman
pidananya bagi yang melanggar maupun bagi orang vang mengetahui akan adanva
narkotika tetapi tidak memberita}{ukann)f’a kepada pihak vang berwajib juga dapat
dipidana karena sebagaimana kita ketahui bahwa penvalahgunaan narkotika
merupakan bahaya yang sangat mengerikan karena narkotika merusak pribadi-
pribadi vang menyalahgunakannya baik fistk maupn mental, semakin banyvak
jumlah pecandunya dapat membawa gangguan terhadap masyarakat dengan
meningkatnya kriminalitas dan berbagai penyakit masyarakat lainnya dan bila
pecandu-pecandu narkotika telah merata akan membawa kehancuran bagi bangsa
dan negara, di samping itu juga undang-undang narkotika dapat memberikan
perlindur;gan bagi masyarakat umumnya dan generasi mudé/remaja pada
khususnya agar dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 i adapun
masalah dan hambatan yang dihadapi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga)

bahagian besar vakni :
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1. Dalam menerapkan sanksi pidana vang berat terhadap terdakwa selalu

dihadapkan pada usia muda dan masih berstatus pelajar

™

Belum terdapatnya keseragaman tindakan dalam menanggulangi bahaya

narkotika sehingga ada kalanva antara aparat penegak hukum tidak jarang

berbeda pendapat dalam penerapan pasal darn Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1997

3. Selama i dalam masyarakat kita memang ada semacam 2 (dua) sikap dalam
memandang korban narkotika. Sikap pertama sebagaimana terwakili oleh
kalangan berwajib atau kepolisian. memandang korban narkotika adalah
pelanggar hukum maka mereka dicurigai. jika perlu ditangkap. masvarakat
vang terwakili oleh kalangan medis memandang korban narkotika sebagai
pasien yang sakit, perlu diobati‘

Di samping 1tu vang kena sanksi hukum sebenarnva adalah pemakai dan
pengedarnya yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan narkotika untuk
keperluan media tetap dilindungi hukum. Dari sana dualiems itu, selama ini vang
sering kena tangkap atau muncul ke pengadilan adalah para pemakai. Itu terlihat
dalam kasus-kasus di Pengadilan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir ini. Keadan
ini perlu diperhatikan melihat tertuduh hanyalah pemakai-pemakai saja, untuk
pengedar dan gembong-gembongnya jarang diajukan, untuk itu memang aparat
penegak hukum dan polisi pada khususnya perlu lebihh ulet lagi untuk

memberantas jaringan pasar narkotika.
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C. Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Psikotropika Yang Dilakukan Oleh
Remaja
Perthal sanksi/hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika
adalah:
Pasal 78 :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memliki,
menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk
tanaman, atau

b. memiliki. menvimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan. atau
menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman. dipidana dengan
pidana penjara palihg lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului
dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda
paling sedikit Rp. 25.000.000.000,- {(dua puluh lima juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

’ dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling sedikit Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua mulyar lima ratus juta rupiah)
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(4) Apabila tindak pidana sebagaiman dimaksud dalam avat (1) dilakukan
oleh korporasi. dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-
(lima mulyar rupiah)

Pasal 79 :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. memuliki, menvimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau
menguasai narkotika Golongan 11, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 7 (tyjuh) tahun dan denda paling banyak
Rp. 250.000.000.- (dua ratus iima puluh juta rupiah)

b. memiliki. menvimpan untuk dimilikt atau untuk persediaan atau
menguasat narkotika Golongan 1. dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 .(lima) tahun dan denda paling banyak
Rp. 160.000.000,- (seratus juia rupiah)

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah)

b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda
paling banyak Rp. 1500.000.000,- (seratus lima puluiljuta rupiah)

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling

banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
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b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah)

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

b. avat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi , dipidana denda paling
banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

¢. avat (1) buruf b dilakukan oleh korporasi . dipidana denda paling
banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)

Pasal 80 :
(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi. mengkonversi. merakit
atau menyediakan n.arkolika Golongan 1, dipidana dengan pidana
mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rup:ah)

b. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit
atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp. 500.000.000,- (hma ratus juta rupiah)

c. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonvérsi, merakit
atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 7 (twuh) tahun dan denda paling banvak

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
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C.

avat (1) huruf ¢ dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

{4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a.

b.

Pasal 81 :

avat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling
banyak Rp. 7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah)
avat (1) huruf b dilakukan oleh korporast, dipidana denda paling
banvak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
aval (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling

banvak Rp. 3.000.000.000.- (tiga milvar rupiah)

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a.

O

membawa, mengirim, mengangkut alau meniransito narkotika
Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (Iima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,-
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika
Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah)

membawa, menginim, mengangkut atau mentransito narkotika
Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah)
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¢. avat (1) huruf ¢, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miiyar rupiah)

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. avat (1) huruf a, dilakukan oleh Korporasi, dipidana denda paling
banvak Rp. 5.000.000.000,- (ima milvar rupiah)

b. avat (1) huruf b, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling
banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

c. avat (1) huruf ¢, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling
banvak Rp. 2.000.000.000.- (dua milvar rupiah)

Pasal 82 :
(1) Barang siapa tanpa h;lk dan melawan hukum :

b. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menvalurkan,
menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan 1, dipidana
dengan pidana mati atau pidana penjara semuru hidup atau pidana
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

c. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan,
menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan II, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda

paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
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d. mengimpor, mengekspor. menawarkan untuk dijual, menyalurkan,
menjual, membeli, menverahkan, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan III, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp. 300.000.000.- (liga ratus juta rupiah)

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului
dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam :

a. avat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp. 200.000.000;— (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama
18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

c. ayat (1) huruf ¢, dipidana dengan pidana penjara paling lama
12 (dua belas) tahun dan denda paling banvak Rp. 750.000.000,-
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

(’3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam : '

a. ayat (1) huruf a, dilakukan secara terorganisasi. dipidana dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
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Pasal 84 :

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. menggunakan narkotikan terhadap orang lain dan memberikan
narkotika Golongan [ untuk digunakan orang lain dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

b. menggunakan narkotikan terhadap crang lain dan memberikan
narkotika Golongan Il untuk digunakan orang lain dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banvak Rp. 500.000.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

c. menggunakan narkotikan terhadap orang lain dan memberikan
narkotika Golongan ill untuk digunakan orang lain dipidana dengan
pidana penjara paling iama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 85 :

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun

b. menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana pidana

’ penjara paling lama 2 (dua) tahun

c. menggunakan narkotika Golongan III bagi din sendiri, dipidana pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun

59

UNIVERSITASMEDAN AREA



UNIVERSITASMEDAN AREA



UNIVERSITASMEDAN AREA



UNIVERSITASMEDAN AREA



UNIVERSITASMEDAN AREA



vang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk
kepentingan pelayanan kesehatan

b. pimpman lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli.
menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk
pekentingan pengembangan ilmu pengetahuan

¢. pimpinan pabrik obat tertentu vang memprodukst narkotika Golongan
[ bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, atau

d. pimpinan pedagang besar farmasi vang mengedarkan narkotika
Golongan | vang bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau
mengedarkan narkotika Golongan Il dan IIT bukan untuk kepentingan
pelavanan  kesehatan  dan/atau  bukan  untuk  kepentingan
pengembangan ilmu.pengelahuan

Pasal 100 :

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang

i tidak dapat dibayar oleh pelaku tindakk pidana narkotika, dijatuhkan

pidana kurungan pengganti denda sebagaimna diatur dalam peraturan

perundang-undangan

64

UNIVERSITASMEDAN AREA



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika
dan setiap orang vang melakukan pelanggaran atau perbuatan vang bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 berartt telah melakukan tindak
pidana psikotropika vang merupakan bahaya besar dari pen kehidupan manusia
dan kehidupan negara. Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan kepolisian amat
penting dalam menanggulangi kejahatan psikotropika ini, Kepolisian adalah
sebuah lembaga vang diserahi tugas untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman
masvarakal. sehingga dalam pelal;'sanaan tugas tersebut maka kepolisisn memiliki
kewenangan untuk mengadakan penyidikan atas sesuatu perbuatan pidana,

termasuk halnya dengan perbuatan pidana penyalahgunaan narkotia.

B. Saran

Berdasarkan uraianOuraian dan kesimpulan-kesimpuan yang telah penulis
sajika di1 atas, pada kesempatan ini penulis juga ingin mengemukakan beberapa
saran yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan undang-undang psikotropika
dan terpi’dana dalam tindak pidana psikotropika. Adapun saran penulis sebagai
berikut :
1. Melihat bahwa perbuatan-perbuatan psikotropika itu lebih banyak dilakukan

oleh pegawal negeri dan sebagaimana juga adanya perbuatan-perbuatan

kriminal lainnya tidak dapat diberantas dengan tuntas hanya dengan sarana
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